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PERNYATAAN PERJANIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II
Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Dr. Mame Sadafal, M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari penjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

~ Bontang, 24 November 2025
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

UNIT KER]A : PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS 11

O

U T:KEGIA’!Y\N

INDIKATOR KINERJA

TARGET

' Terwujhdnya

Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan Akuntabel

a.

Persentase
penyelesaian perkara
secara tepat waktu

98 %

Persentase
pengiriman/penyediaan
salinan putusan tepat
waktu oleh pengadilan
tingkat pertama kepada
para pihak

100%

Persentase pengiriman
pemberitahuan
petikan/amar putusan
tingkat
banding/kasasi/PK
secara tepat waktu oleh
pengadilan pengaju
kepada para pihak

100 %

Persentase putusan
pengadilan yang
diunggah pada
Direktori Putusan

100 %

Persentase
penyelesaian
permohonan eksekusi
putusan perdata agama

70%

Persentase perkara
yang berhasil
diselesaikan melalui
mediasi

85%

Persentase perkara
perdata agama yang
menggunakan e-Court

100%

Persentase
permohonan
pembebasan biaya
perkara di lingkungan
Peradilan Agama

100%

Meningkatnya Tingkat
Keyakinan dan Kepercayaan
Publik

Indeks Kepuasan
Pengguna Layanan
Pengadilan
berdasarkan standar
layan yang ditetapkan

3,77

Persentase pengguna
bantuan hukum di
lingkungan Peradilan
Agama

100%




3 Terwujudnya Manajemen a.
Peradilan yang Transparan
dan Profesional

Nilai Indeks 72
Profesional Aparatur
Sipil Negara (IP ASN)

Nilai Indeks Kinerja 95
Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) Dipa 01

Nilai Indeks Kinerja 100
Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) Dipa 04

Nilai Kinerja 78
Perencanaan Anggaran
01

Nilai Kinerja 78
Perencanaan Anggaran
04

Indeks Pengelolaan 3,0
Aset (1PA)

Catatan :

Anggaran kegiatan selama 1 (satu) tahun :

Kegiatan

1. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 3.351.464.000

2. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp 62.000.000

Sisa Anggaran pada bulan November s/d Desember 2025

Kegiatan Anggaran
1, Program Dukungan Manajemen Rp. 275.845.668
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 4.800.000

N /NIP 19620225 198803 1 010

tang, 24 November 2025
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PENETAPAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025

PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan | Rp 2.011.392524 | 98.76%

2 | Penyelenggaraan Operasional dan | Rp 1.090.552.882 99.97%
Pemeliharaan Perkantoran

3 | Belanja Barang Non Operasional | Rp - 100%
o

Program Sarana & Prasarana

0
(Belanja Modal) Rp 360.200.000 100%

Percepatan Penyelesian Perkara p S : 10%

2 | Bantuan Pembebasan Biaya Rp 23.232.000 100%
Perkara

3 | Biaya Penyelesaian Perkara diluar | Rp - 100%
Gedung Peradilan

4 | Jasa Konsultan Layanan Bantuan | Rp 50.250.000 100%
Hukum

Panitera

Ly

idil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.
IP 19740507 199403 1 002

NIP 19710202 200312 2 003




PENETAPAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025

PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS 11

2 : Target
‘No Uraian Anggaran Tersedia Realisasi (%) Keterangan
005.01.01 PROGRAM DUKUNGAN MANAJ ANAAN TUGAS TEKNISI LAINNYA

Loyl

1 | Pengadaan Peralatan Fasilitas " Rp 190.000.000

Perkantoran
2 Dukungan Manajemen Non Rp 700.000 100%
Op|[reasional Pengadilan
3 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp 2.176.247.000 98%
4 Operasional dan Pemeliharaan Rp 984.217.000 98%
Kantor
5 Layanan Pemantauan Dan Rp 300.000 100%
Evaluasi
Jumlah 005.01.01 Rp 3.351.464.000 99%
Percepatan Penyéleééian Perkara : 100%
2 Bantuan Pembebasan Biaya Rp 0 100%
Perkara
3 Biaya Penyelesaian Perkara diluar Rp - 100%
Gedung Peradilan
4 Jasa Konsultan Layanan Bantuan Rp 12.000.000 100%
Hukum
JUMLAH 005.04.08 Rp 62.000.000 100%

aidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.
IP 19740507 199403 1 002

Mengetahui, Dra. Rakhmiyh, M.H.
game-Bontang Kelas II, NIP 19710202 200312 2 003
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Sehubungan dengan telah ditetapkannyan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik

REVIU SHEET
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN AGAMA BONTANG

Nama : Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bontang

SLASAN A

Indonesia Nomor 167 /KMA/SK.RA1.3/1X/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung
RI Tahun 2025-2029 pada tanggal 16 September 2025, Pengadilan Agama Bontang sebagai
pengadilan tingkat banding di bawah Mahakmah Agung RI perlu menindaklanjuti arah
kebijakan stategis tersebut. Sebagai bentuk implementasi Renstra MA RI 2025-2029,
Pengadilan Agama Bontang melakukan penyesuaian Kembali terhadap sasaran strategis yang
tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyeseuaian ini dilakukan agar indikator
kinerja, target capaian, serta program/kegiatan yang direncanakan selaras dengan tujuan,
sasaran dan prioritas strategis Mahkamah Agung RI pada Periode 2025-2029.

Dengan adanya penyesuaian sasaran strategis tersebut, diharapkan Perjanjian Kinerja Tahun
2025 Pengadilan Agama Bontang tetap relevan, terukur; dan mampu mendukung pencapaian
kinerja Lembaga secara optimal sesuai kerangka Renstra yang Baru

Sasaran strategis 1 : Terwujudnya Peradilan | Sasaran strategis 1 : terwujudnya Proses
yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Peradilan yang Pasti, Transparan dan

: ; .. Akuntabel
Sasaran strategis 2 : Peningkatan Efektivitas

Pengelolaan Penyelesaian Perkara Sasaran strategis 2 : Meningkatnya Tingkat

Keyakinan dan Kepercayaan Publik
Sasaran strategis 3 : Meningkatkan Akses v e

Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya
Terpinggirkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan
Profesional

Sasaran strategis 4 : Meningkatnya terhadap
Putusan Pengadilan

Sasaran strategis 5 : Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Sumber Daya Manusia,
Keuangan, Barang Milik Negara dan
Pelayanan Informasi

Sasaran strategis 6 : Penguatan Pengawasan
terhadap Kinerja Pengadilan

Sasaran strategis 7 : optimalnya
Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas Korupsi




